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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:
Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Barito Kuala,
sebagai "Penggugat"” ;
Melawan
Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan
Banjarmasin Kelas Il B Kota Banjarmasin, sebagai "Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10
Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Marabahan, Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 10 Oktober 2016 yang
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik
talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
07/07/1/2010 tanggal 11 Januari 2010 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat
tersebut diatas selama 1 tahun lebih, kemudian di rumah kontrakan di

Handil Bakti sampai dengan terakhir, namun belum dikaruniai anak;
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3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan
perempuan lain, dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat di Kepala.
Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi
kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir
tahun 2012 disebabkan masalah yang sama Tergugat masih saja suka
selingkuh dengan perempuan, dan Tergugat juga mengidarkan narkoba
kemudian Tergugat ditangkap Polisi dan berpisah tempat tinggal sampai
dengan sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib
Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu
peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela
atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marabahan Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :
Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan
telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama
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Banjarmasin dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar
mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/1/2010 tanggal 11
Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi
tanda P.1;

- Fotokopi Petikan Putusan atas nama Tergugat Ahmad Yani Als
Yani bin Jumlaini Nomor 204/Pid.Sus/2013/PN.Bjm. tanggal 16 Mei 2013
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah
dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi
tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat menyatakan
tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan
Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi

tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan
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oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan
verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi
sebagai berikut :

Y el 948 iy pld pralinall 8> o oS> Wl 85 o
o §>

Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk
orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)
Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati
kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun
2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1)
Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok
perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya
Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016 ayat (1) tersebut,
pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam
yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas
menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka telah
terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana dan dihukum
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat
tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang
sah sejak tanggal 06 Januari 2010;

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Tergugat dijatuhi hukuman pidana
penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Marabahan karena
terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan
dengan materi gugatan Penggugat yang menyatakan sudah tidak rela dan
sudah merasa menderita lahir maupun bathin maka Majelis Hakim berpendapat
telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
mungkin dipertahankan lagi. Penggugat yang sudah merasa menderita dan
tidak tahan lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat setidaknya sudah
membuktikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam
Pasal (3) tidak dapat tercapai. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa
untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar jika tetap mempertahankan
perkawinan keduanya, maka perceraian adalah jalan yang lebih baik di antara
mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116
huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis
Hakim perlu mengetengahkan dalil terkait sebagaimana terdapat dalam Hadits
Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz | halaman 736, yang
berbunyi :

ol =¥ 5 5 Y

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat
kemudharatan”;
Kaidah figih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,
yang berbunyi :

alliadl ila e adie an Ll

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat
telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan
Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah
dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak
satu bain sughro Tergugat (Ahmad yani bin Jumlaini) dengan Penggugat
(Norpah binti Daud) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Jus I
halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

low sl3Y1 0 2ol liclsl azg il ain riolall s blgsss easlsls

g TVl v Golallizey logllial pu 6 uinsll plso g2o GUaY

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan

suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil
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mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada
istrinya";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara
ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl yang menghendaki agar amar
putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus
empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember
2016 M., bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H., oleh kami Drs. H.
SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag, M. Sy dan ANAS
RUDIANSYAH, S.H.l, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI
Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

HIKMAH, S. Ag, M. Sy ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,00
4. Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Meterai :Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.341.000,00
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



